Mengingat

a_ "

Kot Mot Pardua Resin N OO o
un Pendiriar, Sekeiah o omor 060/A/2002, temtang

:’m dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan

% ndml yaan Republik Indonesia nomor B4 Tahun 2014, tentang

endirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka ketentuan dimaksud
pada hurup (a) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang
yang mengatur pendirian Taman Kanak-kanalk.

C. bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud pada hurup (b) izin pendirian
saluan PAUD yang didirkan oleh pemerintah desa, orang
perseorangan, kelompok orang atau badan hukum diterbitkan oleh
m!sikaﬂinas yang menangani urusan Pemerintahan dibidang

| n.

b.

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional,

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang Undangan,

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;,
5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015,
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
8 Persturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penye zcnggaraan Pendidikan :lah diubah dengan Peraturan
P ntah nor ng perubahan atas Peraturan
ntah “lom tlentung Pengelolaan dan
ienge
7 =raturan 007, Tentang Pembagian
Uruzan Pemecintal nerintahan Daerah Propinsi
dan Pemernizanan ia,
B. Peraturan Presiden N 013, tentang Pengembangan Anak
Usia Dini Holistik-Intregati
g Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2010, tentang

Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

10, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan anak
Usia Dini,

11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini; .

12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indon&gia.
'Nomor 146 tahun 2014, tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia
Dini; . —

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 tahun 2014, tentang
Organisasi Perangkat Daerah; ‘

Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014, tentang

' Dembentukan Produk Hukum Daerah; |
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